Menimbang

Mengingat

KEPUTUS

ARA
BUPATI MINAHASA TENGG.
PROVINSI SULAWESI UTARA

AN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya

keterbukaan pelayanan publik yang terarah, maka
setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu
menyusun Daftar Informasi Publik untuk meningkatkan
optimalisasi pelayanan informasi di Kabupaten

Minahasa Tenggara,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, perlu menyusun Daftar Informasi Publik,
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka
perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar
Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4685);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

KESATU

10.

11.

12,

Nomor 5149);Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar
Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2010
Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanaan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam  Negeri dan
Pemerintahan Daerah; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2016 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018

Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2018



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Daftar informasi Publik sebagainiana dimaksud pada Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU terdiri dari informasi yang wajib diseciakan dan
diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan
secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap
saat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel ditetapkan. Dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perubahan sebagaimar = mestinya.

Ditetapkan di Ratehan
ada tanggal 12 Mosember 2018

PATI INAHASA TENGGARA, |,
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